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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK
2015 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 91/PMK.03/2015 DI KOTA PALEMBANG

Oleh :
Nina Armelita

Pajak dalam fungsi penerimaan memiliki peran yang penting, karena pajak
merupakan pendapatan utama Negara. Oleh karena itu, bidang perpajakan perlu
untuk dibenahi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal inilah yang
mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan
Tahun Pembinaan Wajib Pajak di kota Palembang. Masalah yang diteliti adalah
sejauh mana implementasi kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak dilihat dari
penerapan dan tujuannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif
deskriptif dan didukung dengan data sekunder.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Tahun
Pembinaan Wajib Pajak di kota Palembang sudah sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, akan tetapi tujuan dari kebijakan
Tahun Pembinaan Wajib Pajak tidak sepenuhnya tercapai. Tujuan Tahun
Pembinaan Wajib Pajak dalam hal meningkatkan penerimaan Negara sudah
tercapai, namun tujuan dalam hal membangun basis perpajakan yang kuat masih
belum tercapai.

Kata kunci : Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak
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THE IMPLEMENTATION OF TAXPAYERS COACHING YEAR POLICY
2015 BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NO. 91/PMK.03/2015 IN PALEMBANG

By:
Nina Armelita; Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., Ak., MBA, CA;
Ermadiani, S.E., Mi.M., Ak.

Tax in budgetair function that important, because tax is the main country income.
Therefore, taxation sector should always be addressed in order to increase tax
income. That is make government issued taxpavers coaching year policy by
Regulation of The Minister of Finance No. 91/PMK.03/2015.

The purpose of this study is to determine the implementation of taxpayvers
coaching year in Palembang The problem studied is the extent to which the
implementation of taxpavers coaching vear seen from the practice and the
purpose. Approach to qualitative research is descriptive and supported by
secondary data.

The results showed that the implementation of taxpayers coaching vear
policy in Palembang is in accordance with the Regulation of the Minister of
Finance No. 91/PMK.03/2015, but the purpose of taxpavers coaching vear is not
fully achieved. The purpose in term of increasing country income has been
reached. but the purpose in term of building a sirong tax base has not been
reached.

Keyword : Taxpayers Coaching Year Policy
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Indonesia mengandalkan penerimaan Negara untuk menjalankan roda
pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan
dan peningkatan sarana publik. Penerimaan Negara berasal dari berbagai
sektor yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
dan hibah. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair atau
penerimaan dan fungsi regulerend atau mengatur (Resmi, 2005).

Sebagai Negara yang kaya sumber daya alam, Indonesia sudah tidak
mampu lagi memenuhi pembiayaan Negara melalui sektor ini. Seiring
semakin berkurangnya sumber daya alam di Indonesia khususnya minyak
dan gas bumi dan merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharukan
maka pemerintah pun mencari sumber pendapatan yang lain, dan
menjadikan pajak sebagai sektor utama dalam penerimaan Negara
(Harimurti, 2010). Pajak dalam fungsi penerimaan memiliki peran yang
sangat penting. Perekonomian Indonesia sangat bertumpu dengan
penerimaan pajak, lebih dari 70% penerimaan pajak mengisi kas Negara

yang akan digunakan untuk membiayai Negara.



Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam
membenahi semua sektor perekonomian, hal tersebut diperlukan dana yang
tidak sedikit jJumlahnya. Sehingga setiap tahun pemerintah selalu menaikkan
target dari penerimaan pajak. Pada tahun 2015 pemerintah menargetkan
penerimaan pajak dalam APBN vyaitu sebesar 1.296 triliun. Padahal dalam
beberapa tahun terakhir target pajak tidak tercapai. Terlebih lagi pada tahun
2014 mengalami pencapaian target yang paling rendah dari tahun-tahun
sebelumnya. Dalam (Nota Keuangan APBN, 2015) dari target penerimaan
pajak sebesar 1.246 triliun hanya bisa merealisasikan sebesar 1.143 triliun
atau dengan kata lain pencapaian target hanya mencapai 91,7%.

Dalam melaksanakan perpajakan, masyarakat memiliki andil yang besar
dalam penerimaan pajak untuk mengisi kas Negara. Sebab, tanpa adanya
peran masyarakat sebagai wajib pajak maka perpajakan tidak dapat
menjalankan tugasnya dengan baik sebagai salah satu sumber dana
pemerintah. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak
tertentu (Waluyo, 2013). Masyarakat yang memiliki penghasilan diatas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berkewajiban mendaftarkan dirinya

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib



Pajak (NPWP). Selain itu, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya yang
disebut dengan sistem self assessment. Self Assessment System adalah
pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab
kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan llyas, 2003). Sistem ini
telah diterapkan secara efektif sejak tahun 1984 dari sistem yang
sebelumnya vyaitu official assessment. Namun ada kelemahan dari sistem
yang sekarang ini karena dapat memberi peluang kepada Wajib Pajak yang
tidak patuh untuk memanipulasi kewajiban pajaknya.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak salah satunya disebabkan
oleh masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak karena
kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pajak dalam roda
pembangunan di Indonesia, selain itu masih banyak wajib pajak yang
terdaftar belum melaporkan kewajiban perpajakannya sebagaimana
mestinya. Pada tahun 2010, SPT PPh yang diterima Ditjen Pajak sebanyak
8.202.309 dengan jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT sebanyak
14.101.933 sehingga rasio kepatuhan sebesar 58,16% (Keuangan, 2014).
Masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT menunjukkan
masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk membayar
pajak. Hal ini pun menjadi sorotan utama untuk dibenahi oleh pemerintah.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)

2015 diamanatkan bahwa dari total target penerimaan pajak Rp 1.294,3



triliun, sebesar Rp 904,1 triliun rencananya akan diperoleh dari penerimaan
rutin dan sisanya sebesar Rp 390,2 triliun harus dikejar dengan extra effort
(Handoko, 2015). Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
untuk mencapai target tersebut, baik secara ekstensifikasi maupun
intensifikasi. Menurut (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE.06/Pj.9/2001) tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan
intensifikasi pajak, ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan
dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak
dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Intensifikasi adalah
kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta
subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan
dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Tujuan dari intensifikasi
pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam meningkatkan
penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan
perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subjek dan
objek.

Mengingat masih banyaknya wajib pajak yang memiliki NPWP namun
tidak melaporkan SPT, maupun wajib pajak yang melaporkan SPT namun
tidak melaporkan sesuai besaran yang semestinya, pemerintahpun
mengambil tindakan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak
yaitu dengan mencanangkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak pada
tahun 2015. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan



sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan,
pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau
penyetoran pajak. Tujuan utama pemerintah dari penerapan Tahun
Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) adalah meningkatkan penerimaan Negara
dengan menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak.

Penghapusan sanksi administrasi yang menjadi senjata dalam penerapan
Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini berangkat dari konsep
pengampunan pajak (tax amnesty). Menurut (Alm dan David, 1998), dalam
studinya memaparkan beberapa hasil penerapan pengampunan pajak di
beberapa negara yakni India, Irlandia, Colombia, dan Negara bagian
Colorado Amerika Serikat yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak
negaranya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dilihat bahwa
pada hakikatnya program pengampunan pajak seperti sunset policy dapat
meningkatkan kemauan membayar pajak (willingness to pay) dari wajib
pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat membuat wajib pajak mau
membayar pajak baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu
maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya.

Penghapusan sanksi administrasi perpajakan ini juga pernah diterapkan
pemerintah pada tahun 2008, yang dikenal dengan sebutan sunset policy
2008. Pelaksanaan sunset policy 2008 dinilai cukup berhasil meningkatkan
penerimaan pajak karena penerimaan pajak waktu itu mencapai 111,3%.
Sunset Policy 2008 diterapkan berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi



1.2.

Administrasi Atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak
Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk
Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan
Tahunan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007.

Melihat upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan
penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar
pajak dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan  sanksi
administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan,
pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau
penyetoran pajak. Penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui
bagaimana Implementasi Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 di
Kota Palembang. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul
“Implementasi Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 di

Kota Palembang”

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan
masalahnya adalah bagaimana implementasi kebijakan Tahun Pembinaan

Wajib Pajak 2015 di kota Palembang?



1.3. Tujuan Penelitian

1.4.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
menganalisa implementasi kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 di

kota Palembang.

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan
ilmu akuntansi perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat
sebagai tambahan informasi karya ilmiah bagi pembaca di perpustakaan
mengenai Tahun Pembinaan Wajib Pajak, serta sebagai rujukan bagi
peneliti yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat memberikan informasi atau sebagai bahan
pertimbangan yang bermanfaat mengenai implementasi Tahun
Pembinaan Wajib Pajak di Palembang.

Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang
perpajakan khususnya kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak yang

dibuat oleh pemerintah.



1.5. Sistematika Penulisan
Penulis menyajikan laporan skripsi ini dimana sistematika pembahasan
dalam penulisannya akan disajikan ke dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa
yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian ini, yang terdiri dari
latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta
sistematika penulisan skripsi.

BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan diuraikan
mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu.

BAB IlIl. METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini akan
diuraikan mengenai desain penelitian, instrumen penelitian, lokasi dan
waktu penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, serta teknik
analisis.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini
akan dibahas deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini merupakan bab
penutup. Penulis akan memberikan suatu kesimpulan yang berhubungan
dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini dan juga

memberikan saran-saran sebagai masukan kepada objek penelitian.
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